
BUPAT I KAPUAS H U L U 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU 

NOMOR 55 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2015 

TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON 

KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS 

KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH 

KABUPATEN KAPUAS HULU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS HULU, 

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan 
Keuangan Daerah terkait pembayaran Dana Non 
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non 
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
I I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4456); 



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5256); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali , terahir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 

8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 
Kesehatan Nasional; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Untuk J a s a Pelayanan 
Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Daerah; 
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12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 

13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 
2009 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan 
Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kapuas Hulu; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2015 
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA 
NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU. 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 
Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten 
Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 24) diubah sebagai ber ikut: 

1. Ketentuan ayat (3) ayat (4) dan ayat (S), pada Pasal 4 mengalami 
perubahan,sehingga Pasal 4 berbunyi, sebagai ber ikut: 

Pasal 4 

(1) B P J S Kesehatan melakukan pembayaran dana non kapitasi J K N 
kepada FKTP milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 
berdasarkan klaim yang diajukan oleh masing-masing FKTP. 

(2) Pembayaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) didasarkan pada jenis pelayanan dan jumlah pelayanan 
kesehatan yang diberikan FKTP dan sudah diverifikasi serta 
disetujui pembayarannya oleh pihak B P J S Kesehatan sesuai 
peraturan perundangan yang berlaku. 

(3) Dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibayarkan oleh B P J S Kesehatan melalui rekening Kas Umum 
Daerah dan diakui sebagai pendapatan. 

(4) Dalam hal pendapatan Dana Non Kapitasi J K N sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan pada tahun berjalan 
dan/atau tahun berikutnya. 
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Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu. 

Ditetapkan di Putussibau 
pada tanggal 4 September 2t17 

BUPATI KAPUAS HULU, 

A . M . N A S I R 

Diundangkan di Putussibau 
pada tanggal 5 September 2017 

D K R E T A R I S D A E R A H K A B U P A T E N K A P U A S H U L U , : R E T A R I S D A E R A H K A ^ I 

M U H A M M A D S U K R I 

B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N K A P U A S H U L U T A H U N 2017 
N O M O R 55 
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